
 

 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 16 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 24 TAHUN 2002 
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTABARU, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 
Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengusahaan 

Pertambangan sudah tidak kontekstual lagi sehingga 
perlu dicabut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2002 tentang 
Retribusi Izin Pengusahaan Pertambangan; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 
1953 tentang Pembentukan  Daerah Tingkat II di 

Kalimantan, sebagai undang-undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 49/Prp/Tahun 1960 tentang 

Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2104); 

 

 

 

 



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4959); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah 9Lemabaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 503); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 

 

 

 

 



 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 

dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5111); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
694); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 
Tahun 2007 Nomor 19); 

 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KOTABARU 

dan 

BUPATI KOTABARU 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 
24 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN 

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN. 
 

 
Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2002 tentang 

Retribusi Izin Pengusahaan Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2002 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotabaru. 

 

 
   Ditetapkan di Kotabaru 

   pada tanggal 14 Desember 2011                      
 

BUPATI KOTABARU, 
 
 

 
 

H. IRHAMI RIDJANI 
 

 
Diundangkan di Kotabaru 
pada tanggal 14 Desember 2011                                                                                                             

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2011 NOMOR 
16 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU, 

 
 

 
 
 

 H. SURIANSYAH 


